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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupatia.
Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017, maka dalam
rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi
Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka
tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai
pada lingkup pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu,
perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam
perencanaan, rekruitmen, pencmpatan, pengendalian
dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanab.
dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penyusunan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang1
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang2.
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 5395),

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang3.
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494):



4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121),

5.

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang6.
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5887),

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis Jabatan,

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apatur Sipil
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi pegawai
negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2016 Nomor 014):



MEMUTUSKAN :

Menetapkan 1 PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1, Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu:
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
dipimpin oleh seorang Bupati:

3. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu:

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan:

5. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan,

6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan
secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas
dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja,

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewcnang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan kerja organisasi:

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah,

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan
Pimpinan Tinggi.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik scrta
administrasi pemerintahan dan pembangunanJabatan adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai Ncgcri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara:

10. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah,

11. Jabatan Pelaksana adalah sekolompok pegawai aparatur sipil Negara yang
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Analisis Jabatan

Pasal 2

(l) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi
jabatan secara lebih tepat dan akurat sesuai dengan informasi jabatan yang
tersedia.



(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Seluruh
Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mahakam Ulu dalam kepentingan
kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta
akuntabilitas.

Analisis jabatan dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam Organisasi
Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal3
Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah
pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi
kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi.

Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Mahakam Ulu dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam
Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III
KEGUNAAN

Pasal4

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :

a. perencanaan kebutuhan PNS,
b. rekruitmen calon PNS:
Cc. penempatan PNS,
d. pengendalian PNS,
e. pendidikan dan pelatihan PNS:
f. pengembangan PNS, dan
g. kesejahteraan PNS.

Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pcdoman pelaksanaan
tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal5
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan
pelaksana pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu.

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. nama jabatan,
b. kode jabatan:
c. unit organisasi:
d. kedudukan dalam struktur organisasi,



e. ikhtisar jabatan:
f. uraian tugas:
g. bahan kerja,
h. perangkat/alat kerja:
i. hasil kerja:
j. tanggung jawab,
k. wewenang,
Il. koreasi jabatan:
m. kondisi lingkungan kerja:
n. resiko bahaya,
O. syarat jabatan,
p. prestasi yang diharapkan, dan
a. butir informasi lain.

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Seluruh Organisasi
Perangkat Daerah kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan beban kerja
jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peratuaran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu.
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